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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara berkewajiban menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh masyarakat agar sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah guna kepentingan peningkatan kualitas suatu lingkungan. 

Dalam memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia 

melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

(Kementerian ATR/BPN) memiliki program Konsolidasi Tanah (KT) atau 

Land Consolidation (LC). Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Konsolidasi Tanah, KT merupakan program pemerintah dalam menata kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan agar sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah guna pengadaan tanah untuk pembangunan serta 

peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dengan melibatkan 

partisipasi aktif masyarakat. 

Menurut Sitorus (2015, 27), pelaksanaan KT merupakan solusi 

pengadaan tanah untuk pembangunan tanpa menggusur masyarakat pemilik 

tanah (improve without remove). Kunci keberhasilan pelaksanaan KT yaitu 

dengan peran serta masyarakat dalam menyetujui pelaksanaan KT dan 

memberikan sumbangan tanah untuk pembangunan (STUP). Apabila hal ini 

tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan permasalahan pada 

pelaksanaan KT. 

Pada tahun 1980-an, Pemerintah Negara Republik Indonesia 

mencanangkan pelaksanaan program KT di beberapa wilayah di Indonesia. 

Rubijaya (2019) KT di Renon Kota Denpasar Provinsi Bali merupakan ikon 

keberhasilan pelaksanaan KT di Indonesia. Keberhasilan KT Renon memicu 

pelaksanaan KT pada beberapa kabupaten di Provinsi Bali sejak tahun 1980 
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hingga 1990-an. Namun dari hasil evaluasi pelaksanaan pada beberapa 

kabupaten di Provinsi Bali masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga 

mengakibatkan mangkraknya pelaksanaan KT tersebut. Salah satu lokasi KT 

yang bermasalah di Provinsi Bali yaitu KT Subak Sanggulan di Desa Banjar 

Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. 

Dokumen laporan pelaksanaan (Laporan Penyelesaian KT Subak 

Sanggulan 2020), wilayah Subak Sanggulan ditetapkan sebagai lokasi KT 

untuk menunjang kawasan perkotaan Kabupaten Tabanan pada tahun 1986 

dengan sumber subsidi anggaran pelaksanaanya melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) Tahun 1986/1987. Pelaksanaan KT di Subak 

Sanggulan bertujuan menyediakan tanah untuk pembangunan jalan yang 

memecah laju kendaraan yang melintasi pada kawasan perkotaan di Kabupaten 

Tabanan serta penataan wilayah sebagai penunjang kawasan perkotaan di 

Kabupaten Tabanan. Polemik LC Sanggulan (2017) menyebutkan KT Subak 

Sanggulan dilaksanakan pada lokasi pertanian yang penggunaan tanah setelah 

pelaksanaan KT diarahkan untuk kawasan permukiman dan perekonomian. 

Pada awal pelaksanaanya ditemui permasalahan sosial ekologi dimana lokasi 

yang sebelumnya berupa kawasan pertanian dilakukan penataan menjadi 

kawasan permukiman dan perekonomian, serta tindakan represif dan 

kurangnya transparansi informasi dari pemerintah dalam pelaksanaan KT guna 

kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, hingga permasalahan 

administratif pada pelaksanaan KT tersebut. Permasalahan terjadi bertahun-

tahun tanpa adanya kesepakatan penyelesaian mengakibatkan lokasi KT Subak 

Sanggulan ditetapkan sebagai kawasan terblokir untuk segala pelayanan 

pertanahan. 

Tahun 2003 dilakukan penataan khusus sebagian blok dalam rangka 

pembangunan jalan By Pass Ir. Soekarno, namun pada blok lainnya belum 

dilakukan penataan dan masih dalam status terblokir. Permasalahan baru 

timbul ketika penataan blok 1 tidak mengikuti desain awal KT Subak 

Sanggulan tahun 1987, sehingga terjadinya tumpang tindih desain dengan blok 

yang berbatasan. Permasalahan lainnya yaitu terbitnya sertipikat baru hasil 
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konversi pada wilayah KT Subak Sanggulan. Rubijaya (2019) menyatakan 

bahwa untuk menuntaskan KT bermasalah pada beberapa kabupaten di 

Provinsi Bali, dibutuhkan strategi penyelesaian guna merevitalisasi lokasi KT 

yang mangkrak agar memiliki nilai tambah serta jaminan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

Tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan berinisiatif dalam 

melakukan penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan, sehingga pada 

Tahun 2020 dapat terselesaikannya permasalahan KT Subak Sanggulan dan 

dilaksanakan penataan ulang. Keberhasilan strategi penyelesaian permasalahan 

yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sejalan dengan tujuan 

Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam upaya peningkatan kualitas 

lingkungan dan perbaikan sumber daya alam yang mampu memberikan nilai 

tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui proses dan 

pelaksanaan keberhasilan strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian KT Subak Sanggulan, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Permasalahan 

Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan 

Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali”. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah KT 

Subak Sanggulan maka perlu diketahui sumber permasalahan serta strategi 

yang diterapkan dalam penyelesaiannya. Adapun rumusan masalah yang 

penyusun rumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa permasalahan pelaksanaan KT Subak Sanggulan Desa Banjar 

Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dapat terjadi? 

2. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam 

penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar 

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan pada lokasi KT 

Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten 

Tabanan. 

2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian permasalahan yang dilakukan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada lokasi KT Subak Sanggulan 

Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya dalam prosedur penyelesaian permasalahan pada 

lokasi KT. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

penulis dalam menghadapi permasalahan KT di Kantor Pertanahan. 

2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang pertanahan terkait 

penyelesaian permasalahan yang terjadi pada lokasi KT. 

3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi strategi dalam penyelesaian 

permasalahan pertanahan yang terjadi pada lokasi KT di Indonesia. 

4. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada lokasi KT sehingga 

dapat mencegah terjadinya permasalahan serupa. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan KT Subak Sanggulan pada tahun 1987 terkesan 

dipaksakan oleh pemerintah. Dalam upaya pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan by pass, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada saat itu 

melakukan tindakan-tindakan represif dalam memperoleh persetujuan dari 

masyarakat. Konsep KT perkotaan pada wilayah persawahan yang subur 

mengakibatkan terjadinya penolakan oleh masyarakat. Selain itu kurang 

maksimalnya keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan 

KT memicu terjadinya kesalahpahaman peserta terhadap pelaksanaan KT. 

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan KT dengan tujuan pengadaan 

tanah yang merupakan inisiatif dari pemerintah dan dilakukan dengan 

tindakan-tindakan represif rentan terjadinya permasalahan. 

Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pada tahun 2019 hingga 

tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan mediasi dan negosiasi melalui 

pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Hasil dari pelaksanaan mediasi 

yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menemukan 

kesepakatan dengan diadakannya penataan ulang. Tahapan penataan ulang 

mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah 

dengan beberapa tahapan dirubah dengan kebijakan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tabanan. Adapun kunci keberhasilan strategi penyelesaian 

permasalahan yang dilakukan kantor pertanahan antara lain: 

1. Keberhasilan strategi pelaksanaan penataan ulang yang dilakukan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan menerapkan 

pelaksanaan penataan ulang yang lebih kooperatif dan mendengarkan 

aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 
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2. Pembentukan tim perhimpunan peserta memiliki dampak yang positif 

dalam menjalin komunikasi antara masyarakat peserta KT dengan 

pelaksana KT. Segala informasi-informasi dalam penyelesaian KT 

Subak Sanggulan dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada 

peserta.  

3. Mediasi dilakukan berulang-ulang dengan pendekatan-pendekatan 

terhadap peserta KT untuk mendapatkan keputusan yang dapat diterima 

oleh para pihak. 

4. Konsep KT yang diusung yaitu KT swadaya dengan pembiayaan 

penyelesaian KT Subak Sanggulan dilakukan dengan penjualan Tanah 

untuk pembangunan yang dikelola oleh peserta KT. Nilai ganti 

kerugian tanah masyarakat sebagai TUB dilakukan penilaian bidang 

tanah oleh appraisal sehingga peserta memperoleh ganti rugi yang adil. 

B. Saran 

1. Persetujuan pelaksanaan penataan ulang sebaiknya diikat dengan akta 

perjanjian agar lebih memperkuat pihak pelaksana apabila dikemudian 

hari ada yang mempermaslahkan kembali hasil dari kesepakatan 

penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan. 

2. Dalam perencanaan pelaksanaan KT tetap mempertimbangkan potensi 

kawasan dan keadaan sosial penduduk agar tetap mampu memberikan 

nilai tambah bagi lingkungan dan manfaat bagi masyarakat, 

3. Melalui penelitian ini diharapkan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dapat menyiapkan regulasi atau 

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kegiatan penataan ulang lokasi 

KT yang mangkrak atau bermasalah di Indonesia. 
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